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ABSTRAK

Pengadilan memiliki kewenangan mengadili terhadap perkara warisan
yang salah satu wewenangnya adalah mengeluarkan penetapan ahli waris. Jenis
penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yuridis
normatif. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka,
dimana bahan atau data yang diperoleh akan disusun secara sistematis dan
dianalisa dengan menggunakan prosedur logika ilmiah yang sifatnya kualitatis.
Hasil penelitian diharapkan akan dapat menjawab permasalahan yang diteliti, dan
pada akhirnya akan dapat memberikan saran dan solusi terhadap permasalahan
tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak mewaris anak angkat tidak
diatur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sedangkan dalam hukum
Islam anak angkat tidak dapat memiliki hubungan darah dengan orang tua
angkatnya namun ia berhak untuk mendapat kasih sayang seperti anak kandung,
mendapatkan nafkah, mendapatkan pendidikan yang layak dan hak untuk
mendapatkan pemenuhan kebutuhan kehidupan, dikarenakan tidak adanya
hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua angkatnya maka anak
angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Hak Waris, Anak Angkat, Hukum Perdata dan KHI.

BROTHER'S RIGHTS WHEN DEALING WITH A GIRL'S HERITAGES
ACCORDING TO ISLAMIC LAW COMPILATION

ABSTRACT
The court has the authority to adjudicate on inheritance cases, one of which is to
issue a determination of heirs. This type of research is a research using a
normative juridical approach. The data collection in this study was carried out
through a literature study, where the material or data obtained would be
systematically arranged and analyzed using qualitative scientific logic
procedures. The results of the research are expected to be able to answer the
problems studied, and in the end will be able to provide suggestions and solutions
to these problems. The results of the study indicate that the right to inherit an
adopted child is not regulated in the Civil Code, while in Islamic law an adopted
child cannot have blood relations with his adoptive parents but he has the right to
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love like a biological child, earn a living, get a good education. worthy and the
right to get the fulfillment of the necessities of life, because there is no blood
relationship between the adopted child and his adoptive parents, the adopted
child is not entitled to become the heir to the property of his adoptive parents.

Keywords: Inheritance Rights, Adopted Children, Civil Law and KHI.

PENDAHULUAN

Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Hukum Waris Nasional
yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehubungan dengan belum adanya
undang-undang tersebut, di Indonesia masih diberlakukan 3 (tiga) sistem hukum
kewarisan yakni hukum kewarisan Perdata Barat, Islam dan Adat. Hal ini
disebabkan sifat pluralisme suku bangsa dan warga negara Indonesia. Hukum
kewarisan perdata Barat mengenal adanya 2 (dua) macam waris, yaitu hukum
waris tanpa wasiat (abintestato) dan hukum waris wasiat (testamen). Menurut
pasal 832 KUHPerdata dinyatakan bahwa “yang berhak untuk menjadi ahli waris
ialah para keluarga sedarah baik sah maupun luar kawin dan suami atau isteri
yang hidup terlama. Kalau keluarga sedarah atau suami atau isteri yang hidup
terlama tidak ada, maka segala harta peninggalan itu menjadi milik negara dengan
melunasi segala utang sekadar harta peninggalan mencukupi untuk itu”

Setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa, yang merupakan peristiwa
hukum vyaitu disebut meninggal dunia. Apabila terjadi suatu peristiwa
meninggalnya seseorang, hal ini merupakan peristiwa hukum yang sekaligus
menimbulkan akibat hukum, yaitu tentang bagaimana pengurusan dan kelanjutan
hak-hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia itu.

Hukum kewarisan Islam merupakan hukum yang mengatur tentang
peralihan kepemilikan harta dari orang yang telah meninggal dunia kepada orang
yang masih hidup (yang berhak menerimanya), yang mencakup apa saja yang
menjadi harta warisan, siapa-siapa saja yang berhak menerima, berapa besar forsi
atau bagian masing-masing ahli waris, kapan dan bagaimana tata cara
pengalihannya. Warisan menurut sebagian besar ahli hukum Islam ialah semua
harta benda yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia baik berupa

benda bergerak maupun benda tetap, termasuk barang/uang pinjaman dan juga
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barang yang ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, misalnya barang yang
digadaikan sebagai jaminan atas hutangnya ketika pewaris masih hidup.

Allah Swt. memerintakan agar setiap orang yang beriman mengikuti
ketentuan-ketentuan Allah menyangkut hukum kewarisan sebagaimana yang
termaktub dalam kitab suci Al-Qur'an dan menjanjikan siksa neraka bagi orang
yang melanggar peraturan ini. Allah swt berfirman dalam Q.S. an-Nisa' ayat 13
dan 14 yang artinya: “Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari
Allah. barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah
memasukkannya kedalam syurga yang mengalir didalamnya sungai-sungai,
sedang mereka kekal di dalamnya; dan ltulah kemenangan yang besar. Dan
barangsiapa yang mendurhakai Allah dan rasul-Nya dan melanggar ketentuan-
ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia
kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan”.

Ayat tersebut merupakan ayat yang mengiringi hukum-hukum Allah
menyangkut penentuan para ahli waris, tahapan pembagian warisan serta forsi
masing-masing ahli waris, yang menekankan kewajiban melaksanakan pembagian
warisan sebagaimana yang ditentukan Allah, yang disertai ancaman bagi yang
melanggar ketentuan tersebut. Sebaliknya bagi hamba yang mengikuti
ketentuanNya, Allah menjanjikan surga. Rasulullah Saw. bersabda: Barangsiapa
yang tidak menerapkan hukum waris yang telah diatur Allah SWT, maka ia tidak
akan mendapat warisan surga, (muttafak alaih).

METODE PENELITIAN

Metode adalah cara kerja atau tata kerja untuk mendapatkan pemahaman
mengenai objek yang menjadi sasaran dari ilmu pengetahuan yang bersangkutan.
Sedangkan penelitian merupakan suatu kerja ilmiah yang bertujuan untuk
mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten.
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode,
sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari sesuatu atau
beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisanya.

Dengan demikian secara umum objek penelitian terhadap penelitian ini

adalah norma hukum yang terwujud dalam kaidah-kaidah hukum dibuat dan
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diterapkan oleh penegak hukum vyaitu hakim dalam sejumlah peraturan
perundang-undangan yang terkait langsung dengan kedudukan anak angkat dan
anak kandung sebagai ahli waris menurut Hukum Perdata Dan Kompilasi Hukum
Islam.

Jenis penelitian hukum yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu
suatu penelitian yang menempatkan norma sebagai obyek penelitian, baik norma
hukum dalam peraturan perundang-undangan, norma hukum yang bersumber dari
suatu undang-undang. Disebut juga penelitian hukum doktrinal yaitu penelitian
hukum yang menggunakan data sekunder. Penelitian hukum normatif dikenal
sebagai penelitian hukum yang bersifat kualitatif.

Faktor yuridisnya adalah seperangkat aturan-aturan hukum perdata pada
umumnya dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan bidang hukum
perjanjian sebagai cabang ilmu hukum dan sangat berkitan erat dengan materi
penelitian ini seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kompilasi
Hukum Islam.

Sifat penelitiannya adalah deskriptif analitis. Penelitian dengan
menggunakan deskriptif analistis adalah penelitian yang hanya semata-mata
melukiskan keadaan objek atau peristiwa tanpa suatu maksud untuk mengambil
kesimpulan-kesimpulan secara umum. Tujuan dalam penelitian deskriptif adalah
untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat individu, keadaan, gejala atau
kelompok tertentu, atau untuk menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala
atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara gejala dan gejala lain dalam
masyarakat. Maksud utama analisis terhadap bahan hukum adalah mengetahui
makna yang dikandung oleh istilah-istilah yang digunakan dalam aturan undang-
undang secara konsepsional, sekaligus mengetahui penerapannya dalam praktik.

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini
dilakukan dengan menggunakan Penelitian Kepustakaan (Library Research).
Studi Kepustakaan yaitu mengumpulkan data sekunder yang terkait dengan
permasalahan yang diajukan dengan cara mempelajari buku-buku, hasil penelitian
dan dokumen-dokumen perundang-undangan yang terkait. Metode penelitian
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kepustakaan ini dilakukan untuk mencari konsepsi-konsepsi, teori-teori, asas-asas
dan hasil-hasil pemikiran lainnya yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Teknik pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan atau yang
disebut Library Research ini, akan dipelajari, diinventarisi, dikumpulkan, dan
diolah data-data yang berupa peraturan-peraturan perudang-undangan, informasi-
informasi, karya tulis ilmiah, pendapat para ahli sarjana hukum, media-media
cetak dan media elektronik dan sumber-sumber tertulis lain yang ada guna
mendukung penulisan penelitian ini sampai dengan selesai.

Analisis data adalah suatu proses mengatur, mengurutkan,
mengelompokkan, memberikan kode dan mengategorikannya hingga kemudian
mengorganisasikan dalam suatu bentuk pengelolaan data untuk menemukan tema
dan hipotesis kerja yang diangkat menjadi teori substantif. Untuk menemukan
teori dari data tersebut maka menggunakan metode kualitatif adalah penelitian
yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-
undangan dan putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang
dalam masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pengangkatan anak berakibat terhadap kedudukannya dalam waris.
Hukum Waris adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan
yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli
warisnya. Sebagai akibat dari pengangkatan anak menurut ketentuan dalam Stbl
1917 No. 129 bahwa pengangkatan anak bagi golongan Warganegara Indonesia
keturunan Cina, menyebabkan kedudukan anak angkat dipersamakan dengan anak
kandung oleh orang tua yang mengangkat, sehingga anak angkat berhak mewaris
harta kekayaan dari orang tua angkatnya.

KUHPerdata tidak mengenal pengangkatan anak. Hakekatnya
perlindungan anak dalam bidang hukum perdata meliputi banyak aspek hukum,
diantaranya:

a. Kedudukan anak.
b. Pengakuan anak.

c. Pengangkatan anak (Adopsi).
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d. Pendewasaan.

e. Kuasa asuh (hak dan kewajiban) orang tua terhadap anak.

f.  Pencabutan dan pemulihan kuasa asuh orang tua.
g. Perwalian (termasuk Balai Harta Peninggalan).
h. Tindakan untuk mengatur yang dapat di ambil guna perlindungan anak.

Biaya hidup anak yang ditanggung orang tua akibat perceraian (alimentasi).

Pengangkatan anak itu pada asasnya semua hubungan kekeluargaan
dengan keluarga asalnya menjadi hapus (Pasal 14 Stbl 1917 No. 129) dan timbul
hubungan kekeluargaan dengan keluarga orang tua angkat, yang semula mungkin
saja bukan apa-apanya (Pasal 12 Stbl 1917 No. 129). Akibat hukum yang paling
nyata adalah dalam hukum waris. Anak angkat tidak lagi mewaris dari keluarga
sedarah asalnya, sebaliknya ia mewaris dari keluarga ayah dan ibu yang
mengangkat dirinya. Mereka yang tunduk pada KUHPerdata, khususnya
mengenai hukum waris ialah Warganegara Indonesia keturunan Cina.
Sehubungan dengan hal tersebut, hak kewarisan anak angkat menganut sistem
hukum waris yang diatur dalam KUHPerdata, kecuali dalam hal-hal tertentu
(misalnya pilihan hukum/choice of law).

Hukum waris mengatur tentang cara hak-hak dan kewajiban-kewajiban
atas harta kekayaan seseorang yang meninggal dunia akan beralih kepada orang-
orang lain yang masih hidup. Ketentuan mengenai pengangkatan anak termasuk
hak waris anak angkat Warganegara Indonesia keturunan Cina tidak di atur dalam
KUHPerdata, begitu juga dalam UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974).

Pasal 833 ayat (1) KUHPerdata, ahli waris karena hukum memiliki
barang-barang, hak-hak, dan segala piutang dari orang yang meninggal dunia. Hal
ini disebut, mereka (ahli waris) mempunyai “saisine”. Kata itu di ambil dari
bahasa Prancis: “le mort saisit le vif”, artinya yang mati di anggap digantikan oleh
yang hidup.

Terdapat dua cara untuk mendapat suatu warisan, yaitu sebagai berikut:

a. Secara ab intestato (ahli waris menurut Undang-undang) dalam Pasal 832
KUHPerdata.



Page |209

Jurnal llmiah Metadata, ISSN :2723 -7737, Vol.4 No.3 Edisi September 2022

Published : 7-09-2022, Page: 203-214
Menurut ketentuan Undang-undang ini, yang berhak menerima bagian warisan
adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau
isteri yang hidup terlama.

b. Secara testamentair (ahli waris karena ditunjuk dalam surat wasiat = testamen)
dalam Pasal 899 KUHPerdata.
Dalam hal ini, pemilik kekayaan membuat wasiat untuk para ahli warisnya
yang ditunjuk dalam surat wasiat/testamen.

Ahli waris, dalam KUHPerdata digolongkan menjadi 4 golongan, yaitu:

a. Anak atau keturunannya dan isteri (suami) yang masih hidup

b. Orang tua (bapak dan ibu) dan saudara pewaris

c. Kakek dan nenek, atau leluhur lainnya dalam garis lurus ke atas (Pasal 853
KUHPerdata)

d. Sanak keluarga dalam garis kesamping sampai derajat ke enam (Pasal 861
ayat (1) KUHPerdata).

Golongan ahli waris ini ditetapkan secara berurutan, artinya jika terdapat
orang-orang dari golongan pertama, mereka itulah yang bersama-sama berhak
mewaris semua harta peninggalan pewaris. Jika tidak terdapat anggota keluarga
dari golongan pertama, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan
kedualah yang berhak sebagai ahli waris. Jika tidak terdapat anggota keluarga dari
golongan kedua, maka orang-orang yang termasuk dalam golongan ketigalah yang
berhak mewaris. Jika semua golongan ini tidak ada barulah mereka yang termasuk
dalam golongan ke empat secara bertingkat berhak mewaris. Jika semua golongan
ini sudah tidak ada, maka negaralah yang mewaris semua harta peninggalan
pewaris.

Para ahli waris dalam garis baik kebawah maupun ke atas, berhak atas
suatu “legitieme portie”, yaitu suatu bagian tertentu dari harta peninggalan yang
tidak dapat dihapuskan oleh orang yang meninggalkan warisan. Dengan kata lain
mereka itu tidak dapat “onterfd”. Hak atas legitieme portie, barulah timbul bila
seseorang dalam keadaan sungguh-sungguh tampil ke muka sebagai ahli waris

menurut Undang-undang.
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Apabila para ahli waris menurut Undang-undang tersebut ternyata
dikesampingkan (onterfd), mereka mempunyai hak untuk menuntut atas hak waris
tersebut. Vollmar mengatakan bahwa “mereka yang dapat mengemukakan hak
untuk memperoleh bagian warisan menurut Undang-undang, yaitu yang disebut
para legitimaris, mereka itu hanyalah para kerabat sedarah dalam garis lurus”.
Mengenai hak untuk menuntut secara hukum untuk memperoleh harta warisan
dikenal dengan istilah (asas) Hereditatis Petitio yang di atur dalam ketentuan
Pasal 834 dan 835 KUHPerdata.

Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengatur mengenai pengangkatan
anak oleh orang tua tunggal. KHI hanya menerangkan terkait hak waris anak
angkat. Menurut Pasal 171 huruf h Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud anak
angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari,
biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal
kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan Pengadilan.

Mengenai status anak angkat menurut hukum Islam, bahwa anak angkat
tidak bisa disamakan dengan anak kandung sehingga mantan isteri anak angkat
tetap boleh dinikahi oleh ayah angkatnya. Sedangkan, jika dilihat dari Pasal 16
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan
Anak bahwa pengangkatan anak oleh orang tua tunggal dimungkinkan, dengan
syarat bahwa orang tua tunggal tersebut adalah Warga Negara Indonesia dan telah
mendapat izin dari Menteri

Peristiva pengangkatan anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
peraturan  perundang-undangan  sehingga dapat mencegah terjadinya
penyimpangan yang pada akhirnya dapat melindungi dan meningkatkan
kesejahteraan anak demi masa depan dan kepentingan terbaik bagi anak.

Hukum Islam melarang praktik pengangkatan anak yang mempunyai
akibat hukum seperti pengangkatan anak pada masa jahiliyah, yaitu pengangkatan
anak yang mengubah status anak angkat menjadi anak kandung dan terputus
hubungan anak angkat dengan orang tua kandungnya, anak angkat menjadi ahli
waris, dan orang tua angkat menjadi wali mutlak terhadap anak angkat. “Hukum

Islam hanya mengakui pengangkatan anak dalam pengertian beralihnya tanggung
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jawab untuk memberikan nafkah, mendidik, memelihara, dan lain-lain dalam
konteks beribadah kepada Allah SWT”.

Konsep pengangkatan anak dalam hukum Islam tidak mengenal
pengangkatan anak dalam arti menjadi anak kandung secara mutlak, sedang yang
ada hanya diperbolehkan atau suruhan untuk memelihara dengan tujuan
memperlakukan anak dalam segi kecintaan pemberian “ nafkah “, pendidikan atau
pelayanan dalam segala kebutuhan yang bukan memperlakukan sebagai anak
kandung (nasab). Dalam Islam istilah pengangkatan anak disebut juga dengan
tabanny, yaitu pengangkatan anak orang lain sebagai anak sendiri.

Berdasarkan uaraian di atas dapat dipahami bahwa ada dua bentuk

pengangkatan anak (tabanny) yang dipahami dalam perspektif Hukum Islam yaitu

a. Untuk pengangkatan anak (tabanny) yang dilarang sebagaimana tabanny yang
dipraktekkan oleh masyarakat jahilliyah dan hukum perdata sekuler, yang
menjadikan anak angkat sebagai anak kandung dengan segala hak-hak sebagai
anak kandung, dan memutuskan hubungan hukum dengan orang tua asalnya,
kemudian menisbahkan ayah kandungnya kepada ayah angkatnya.

b. Pengangkatan anak (tabanny) yang dianjurkan, yaitu pengangkatan anak yang
di dorong oleh motivasi beribadah kepada Allah SWT dengan menaggung
nafkah sehari-hari, biaya pendidikan, pemeliharaan, dan alin-lain tanpa harus
memutuskan hubungan hukum dengan orang tua kandungnya, tidak
menasabkan dengan orang tua angkatnya, tidak menjadikannya sebagai anak
kandung sendiri dengan segala hak-haknya.

Menurut Hukum Islam pengangkatan anak hanya dapat dibenarkan apabila
memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut :,

a. Tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan
orangtua biologis dan keluarga.

b. Anak angkat tidak berkedudukan sebagai pewaris dari orang tua angkatnya
melainkan tetap sebagai pewaris dari orang tua kandungnya, demikian juga

orang tua tidak berkedudukan sebagai pewaris dari anak angkatnya.
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c. Anak angkat tidak boleh mempergunakan nama orang tua angkatnya secara
langsung kecuali Cuma sebagai tanda pengenal atau alamat.

d. Orang tua angkat tidak dapat bertindak sebagai wali dalam perkawinan
terhadap anak angkatnya.

Pengangkatan anak dewasa ini sering dilakukan oleh berbagai kalangan
dalam masyarakat. Seseorang dalam mengangkat anak pasti memiliki tujuan yang
ingin dicapai karena pada dasarnya banyak faktor yang mendukung seseorang
melakukan pengangkatan anak, namun lazimnya latar belakang pengangkatan
anak dilakukan oleh orang yang tidak diberi keturunan. Pengangkatan anak
dilakukan guna memenuhi keinginan manusia untuk menyalurkan kasih
sayangnya kepada anak yang dirasakan akan merupakan kelanjutan hidupnya.

Pengangkatan anak yang dilakukan oleh suatu keluaga untuk
melanjutkan dan mempertahankan garis keturunan dalam suatu lingkungan
keluarga yang tidak mempunyai anak kandung. Selain itu maksud dari
pengangkatan anak disini adalah untuk mempertahankan ikatan perkawinan
sehingga tidak timbul perceraian tetapi saat ini dengan adanya perkembangan
motivasi dari pengangkatan anak Kini telah berubah yakni demi kesejahteraan
anak yang diangkat.

Islam menganjurkan agar umat manusia dapat saling tolong menolong
terhadap sesama manusia. Pengangkatan anak atau disebut juga adopsi merupakan
salah satu cara untuk menolong sesama manusia, karena adopsi dengan pengertian
mengangkat anak orang orang lain untuk diperlakukan sebagai anak sendiri tanpa
mengubah status anak tersebut menjadi anak kandung adalah adopsi yang
diperbolehkan dalam Islam, dan hAlitu merupakan perbuatan yang sangat mulia.

Hal yang perlu diperhatikan dalam pengangkatan anak adalah posisi anak
angkat dalam keluarga tidak sama dengan anak kandung, maka dari itu tidak ada
hubungan khusus antara anak yang diangkat dengan orang tua angkat mengenai
masalah keperdataan seperti perwalian dan kewarisan. Apabila melihat kembali
kepada tujuan dari pengangkatan anak tersebut, maka pengangkatan anak
dilakukan atas dasar tolong menolong sesama manusia.

KESIMPULAN
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Hak mewaris anak angkat tidak diatur di dalam Kitab Undang-Undang
Hukum Perdata sedangkan dalam hukum Islam anak angkat tidak dapat memiliki
hubungan darah dengan orang tua angkatnya namun ia berhak untuk mendapat
kasih sayang seperti anak kandung, mendapatkan nafkah, mendapatkan
pendidikan yang layak dan hak untuk mendapatkan pemenuhan kebutuhan
kehidupan, dikarenakan tidak adanya hubungan darah antara anak angkat dengan
orang tua angkatnya maka anak angkat tidak berhak menjadi ahli waris harta
orang tua angkatnya.

Bagian harta warisan anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI)
adalah tidak saling mewarisi antara anak angkat dengan orang tua angkatnya,
selain berhak untuk dipenuhinya kebutuhan hidup sehari-hari dan memperoleh
pendidikan yang layak, anak angkat tersebut juga berhak memperoleh hibah
sebanyak 1/3 bagian dari harta orang tua angkatnya, sebagai salah satu jalan
keluar untuk menghindari larangan syari‘at Islam memberikan warisan kepada
anak angkat, hal tersebut dirasa perlu dalam melengkapi hubungan timbal balik
antara anak angkat dengan orang tua angkat.

Kedudukan anak angkat terhadap harta warisan dalam Putusan Pengadilan
Agama Medan menetapkan Nursiah binti Abd. Roni, sebagai anak angkat dari
almarhum Umar bin M. Ali dengan mendapat hak wasiat wajibah sebesar 1/10
bagian dari harta peninggalan almarhum Umar bin M. Ali meskipun menurut
Kompilasi Hukum Islam anak angkat bukanlah ahli waris dari orang tua angkat,
namun tetap diberi jalan untuk menikmati harta warisan orang tua angkat dengan
cara wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan orang tua
angkat dan dalam putusan Pengadilan Agama.
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